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Penelitian dengan judul Peralihan Status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Perusahaan
Umum (Perum) (studi di Perum BULOG Cabang Banyumas) bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pengaturan tentang peralihan status pegawai negeri sipil menjadi pegawai
perusahaan umum (Perum) serta implikasi hukum terhadap peralihan tersebut.A A Metode
penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analisis (Analytical Approach),
pendekatan historis (Historical Approach), dan pendekatan komparatif (Comparative Approach).
Data bersumber dari data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut
dianalisis berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian.A A Hasil
penelitian menunjukkan bahwa saat peralihan status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai
Perusahaan Umum (Perum) BULOG diatur dalam Keputusan Direksi Perum BULOG nomor :
Kep-262/DIR/12/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Ketentuan Penyelesaian dan Hak
Kepegawaian PNS LPND BULOG Serta Pengangkatan Pegawai Perum BULOG dan Pegawai
Negeri Sipil yang memilih untuk menjadi pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang
semula diatur dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan kepegawaian saat menjadi
Pegawai Negeri Sipil Lembaga Non Departemen (LPND) Bulog berubah dengan mengikuti
peraturan yang diatur dalam aturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama (PKB)
sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
dan penulis menyarankan agar peralihan status pegawai negeri sipil LPND Bulog menjadi
Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebaiknya disertai dengan ketentuan peralihan
(overgang bepalingen) dalam pelaksanaannya.Kata Kunci :A A Hukum Administrasi Negara,
Kepegawaian, Ketenagakerjaan.
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